
LEMBARAN DAERAH

}GBUPATEN CIANJUR
NOMOR 19 TAHUN 2OO5

Mentmbang

Mengingat

aat. d.

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
]{OttlOR 10 Tahun 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAA]II RETRIBUSI PARKIR

BUPATI CI.ANJUR

bahwa pelaksanaan Retribusl Tempat Khusus Parklr dan Parkir
di Tepl lalan Umum yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 02 dan 05 Tahun 1999, telah dltetapkan berdasarkan
Keputusan Bupatl Nomor 31 dan 32 Tahun 1999 tanggal 21
Desember 1999;

bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 14 dan 15
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
OZ dan 05 Tahun 1999, pelaksanaan Peraturan Daerah
sebagalmana tersebut dalam huruf a, perlu ditinjau kembali
dan dlsempurnakan;

bahwa berdasarkan peftimbangan tersebut dalam huruf a dan
b, perlu segera menetapkan kembali petunJuk pelaksanaan
Retrlbusl Parklr dengan Keputusan Bupatl.

: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerlntahan
Daerah Kabupaten dalam Ungkungan Jawa Barat (Berlta
Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang lalan
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Llntas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun L992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 7997 tentang PaJak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun t997 Nomor
4t, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635) Jo. Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PaJak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);
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7. Peraturan Pwrerlntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kltab Undang-undang Hukum Acara Pldana
(Lembrran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan
Lembaga Negara Nomor 3293);

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Untas lalan (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 60);

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudl (l-€rnbaran Negara Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3530);

11. Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2O0O tentang
Kewenangan Pemerlntah dan Kewenangan Proplnsl Sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Nagara Tshun 2000 Homor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerlntah Nornor 66 Tahun 2001 tentang
Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
1le);

13. Keputusan Menterl Perhubungan Nomor KM 66 Tehun 1993
tentang Fasllltas Parklr Umum;

14. Keputusan Menterl Perhubungan Nomor Kl4 4 Tahun 1994
tentang Tata Cara Parklr Kendaraan Bermotor;

15. Peraturan Daerah Kabupaten ClanJur Nomor 03 Tahun 2OOl
tentang Penyldlk Pegawal Negerl Slpll;

16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retrlbusl
Tempat Khusus Parklr Jo. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2004;

17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1999 tentang Rctrlbusl
Parklr dl Tepl Salan Umum Jo. Peraturan Daerah Homor 15
Tahun 2004.

llEllUTU$l(All r

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI
RETRIBUSI PARKIR.

TENTANG PETUNJUK PEI.AKSANAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Keputusan lnl yang dlmaksud dcrEan :
1. Daerah adalah Kabupatcn CianJur;

2. Pemerlntah Daerah rdalrh Pemeflntah Daerah Kabupaten
. ClanJur yaltu Bupatl beserta Perangkat Daerah Otonom

scbagal Badan Eksekutlf Daerah;
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3. Bupatl sdrlah tsupatl ClanJur;

4. Dlnas adalah latbaga teknls daerah yang membldangl
perparklran;

5. Kepala Dlnas adalah Kepala lembaga teknls drerah yang
membldangl perparklran ;

6. Kas Daerah adalah kas Pwterlntah Kabupaten ClanJur;

7. Parklr adalah keadaan tldak bergerak suatu kendaraan yang
tldak berslfat sementara ;

8. Petugas parklr adalah pegawal yang dltunJuk olch peJabat
untuk mengatur pen€mpatan kendaraan yang dl parklr dan
memungut retflbud parklr;

9. Retrlbusl parldr adrlah seJumlah uang yang harus dlbayar
kepada Pemerlntah Daerah oleh satlap orang yang memarklr
kendaraan dl tempat pad<lr;

10. Kendaraan adalah setlap kendaraan bcrmotor atau
kendaraan tldak bermotor balk yang tergolong kendaraan
umum maupun tldak umum;

11. PeJabat yang dltunJuk adalah peJabat dl llngkungan
Pemerlntah Daerah yang dltuntuk oleh Bupatl;

12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mdlputi
p€rseroan terbatas, p€rseroan komandlter, pers€roan
lalnnya, Badan Usaha Mlllk Negara atau Drerah dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, flrma,
kongsl, koperasl, yayasan atau organlsasl yang seJenls,
lembaga, dana penslun, bentuk usaha tetap dan bentuk
badan usaha lalnnya;

13.Surat Ketetapan Retrlbud Daerah sdan$utnya dlsebut SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Jumlah
retrlbusl yang terutang;

14. Surat Taglhan Retrlbusl Daerah sdanJutnya dlsebut STRD
adalah surat untuk melakukan taglhan retrtbusl dan atau
sanksl admlnlstrasl berupa bunga dan 6tau denda.

BAB II
TATA CARA PARKIR

Pasal 2

(1) Setlap orang atau badan yang memarklr kendaraan dl tempat
khusus parklr dan di tepi Jalan umum, yang dltentukan oleh
Pemerlntah Daerah waJlb membayar retrlbusl sesual dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 dan 15 Tahun 2004.

(2) Pembayaran retrlbusl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
hanya untuk penggunaan ruang tempat parklr, sedangkan
kerusakan dan kehllangan balk kendaraan maupun barang-

^ 
barang yang ada dalam kendaraan menJadl tanggung Jawab
pemlllk kendaraan.
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(3) Ketentuan sebagalmana dlmaksud 'pada ayat (2) tldak

rnengurangl kewaJlban dan tanggunglawab penydenggara
dalam menJaga keamanan, kenyamanan dan ketertlban.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

(1) Retrlbusl dlbayar dltempat parklr kepada Juru parklr setempat
dengan mendapat tanda buktl pembayaran, berupa karcls
yang dlkeluarkan oleh Pemerlntah Daerah.

(2) Hasll pungutan retrlbusi sebagelrnana dlmakeud pada ayat
(1) disetorkan ke Kas Daerah, mdalul Pernbantu Pemqang
Kas (Kadr Penerlma) pada Dlnas.

Pasal 4

(1) Bagl kendaraan prlbadl atau badan hukum yang
dlpergunakan untuk kqlatan tertantu yang mempergunakan
ruang parklr s€cara berkdanJutan, depat mernbayar retrlbu$
parklr s€cara abudemen/langganan dalam Jangka waldu
makslmal 1 (satu) bulan.

(2) Besarnya retrlbusl yeng harus dlsetor oleh pemlllk kendaraan,
dltetapkan dengan SKRD.

(3) Apablla waJlb retrlbusl Udak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dlkenakan sanksl adrnlnlstrasl
berupa denda scbesar 20% (dua puluh persen) setlap bulan
darl bearnya retrlbusi yang terutang dan dltaglh dengan
menggunakan STRD.

(4) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retrlbusl yang
terutang pallng lama 30 (tlga puluh) harl setelah saat
terutang

BAB IV

]URU PARKIR

Pasal 5

(1) Juru parklr adalah petugas pcnnungut retrlbugl parklr yang
dltugaskan oleh Kepala Dlnas untuk mengatur twrpat parklr.

(2) KewaJiban Juru parklr sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),
adalah :

a. Memberlkan pelayanah yang balk kepada pengguna parldr
untuk mengatur masuk dan kduarnya kendaraan dl
tempat parklr yang menJadl tanggung Jawabnya;

. b. Menyerahkan karcls parklr dan menarlk pernbayaran
retrlbuslnya;
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c. MenJaga ketertlban dan kdancsran lalu lintas dl sektar

tempat parklr;

d. Monjaga keberslhan keberslhan dan kelndahan llngkungan
pada lokasl parklr yang menJadl tanggung Jawabnya.

BAB V

LOKASI PARKIR

Pasal 5

Lokasl tempat-tempat khusus parklr dan ternpat pa*lr dl t4
Jalan umum, akan dltetapkan kemudlan oleh Bupatl.

BAB VT

PEMBINAAN DAN PEITilWASAiI

Pasal 7

Pemblnaan dan p€ngawasan torhdrp pelaksanran retrlbud
parklr, dllakukan oleh :

a. Dlnas;
b. Dlnas Pendapatan Daerah;
c. Badan Pengawas Daerah;
d. Penyldlk Pegawal Negerl Slpll (PPNS).

MBVII
KETENTUAN ITITTI DAFI PENUTUP

Pasal I
Hal-hal laln yrng bdum dlatur sepanJang mengsntl teknls
pelaksanaannya akan dltetapkan olah Kqala Dlnas.

Pasal 9

Dengan bedakunya Kqutusan lnl, maka :

1. Keputusan Bupatl Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 21 Desember
1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
ClanJur Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retrlbusl. Tempat
Khusus Parklr;

2. Keputusen Bupatl Nomor 3? TEhun 1999 tanggal 21 Deember
1999 tentang Zl Desember 1999 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten OanJur Nomor 05 Tahun 1999
tentang Retrlbusi Parklr dl Tepl lalan Umum,

dlnyatakan dlcabut dan tldak berlaku lagl.
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Pasal 10

Keputusan inl berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan
pengundangan Keputusan lnl dalam penempatannya dalam
Lembaran Daerah.

Ditetapkan dl ClanJur
pada tanggal 23 Maret 2005

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

wAsIDr swAsTolrto

Dlundangkan di ClanJur
23 Maret 2005

$ DAERuAH,
futr,.

dfq f*
H!ffi
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